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PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 19

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 19)
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
(SAFETY MANAGEMENT S YSTEM)

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 62 Tahun 2017, tanggal 4 Agustus 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER!I PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

' Menimbang :

:. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
| 309 ayat (1) huruf ¢, Pasal 309 ayat (1) huruf d,
Pasal 321 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
periu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sip-

il Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part |
. 19) tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety |

| Management System);

Mengingat :
|
i1

sia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

. Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-

5; ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Ta-
hun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerban-
gan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regula-

Kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil
serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian
Serius Pesawat Udara Sipil (Berita Negara Republik
: indonesia Tahun 2015 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
E Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) se- |
bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang |
Penerbangan {Lembaran Negara Republik Indone- |

tion Part 830) tentang Pemberitahuan dan Pelaporan

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93
Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Pen-
erbangan Nasional (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2016 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 19 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULA-
TIONS PART 19) TENTANG SISTEM MANAJEMEN

. KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT SYSTEM).
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang |

Pasal 1

(1) Memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations
Part 19) tentang Sistem Manajemen Keselamatan
(Safety Management .System).

(2) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Per-
aturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19)
tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety
Managemeht System) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ‘tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan
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_FENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH :

;I Penerbangan Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
f Regulations Part 19) tentang Sistem Manajemen Kes-
| elamatan (Safety Management System) sebagaimana |
| dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Di- !

rektur Jenderal Perhubungan Udara. '

Ditetapkan di Jakarta '
pada tanggal 4 Agustus 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
I REPUBLIK INDONESIA '

! Pasal 3 : C ttd

' Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: = "o} BUDI KARYA SUMADI
| 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20
! Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Kes- |
i elamatan (Safety Management System);

| 2. semua ketentuan mengenai sistem manajemen
keselamatan (safety management System) yang

' diatur dalam peraturan perundang-undangan lain

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2017 _ .
~ DIREKTUR JENDERAL |
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini; | REPUBLIK INDONESIA, |
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, i ttd '
| WIDODO EKATJAHJANA
| Pasal 4 | |
5 Direktur Jenderal Perhubungan Udara meiaky- | BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
" kan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini. | TAHUN 2017 NOMOR 1098

| Catatan Redaksi :
. - Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
| gal diundangkan. ' ’ \ f _
| Agar setiap orang men'gettahL_jinYa, memerintah- (BN )
| kan pengundangan Peraturan Me’nter,i‘ ini dengan pen- |

~ PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN

- SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2017
- TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN BIAYA INVESTASI |
' PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.|
Nomor 47 Tahun 2017, tanggal 2 Agustus 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

gubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber |
Daya Mineral Nomor 26 Tahum 2017 tentang
Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada
Kegiatan Usaha Huly Minyak dan Gas Bumi:

| Menimbang : b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

_*

| a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum ter- :
hadap mekanisme pengembalian biaya investasi
pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
pada akhir masa Kontrak Kerja Sama, perlu men- |

Business Ney

dimaksud dalam huruf a; perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomeor 26 Tahun 2017
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